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ABSTRACT
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Diwajibkannya Notaris menyimpan Protokol Notaris bertujuan apabila di kemudian hari salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi dan timbul gugatan-gugatan terhadap akta yang telah diterbitkan, maka minuta akta yang menjadi bagian dari Protokol Notaris dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang kuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris di Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai minuta akta, untuk mengetahui proses penerbitan kembali minuta akta yang hilang dan juga untuk mengetahui analisis hukum terhadap Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil peneltian dipahami bahwa UUJN belum mengatur secara tegas mengenai tempat penyimpanan minuta akta yang disimpan oleh Notaris, dan juga UUJN tidak mengatur bagaimana tata cara penerbitan kembali minuta akta yang telah hilang, rusak ataupun telah musnah. Proses penerbitan kembali minuta akta yang telah hilang adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian atas telah terjadinya kehilangan, kemudian Notaris dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menetapkan sah atas minuta-minuta yang akan diterbitkan kembali atas akta-akta yang telah hilang, dan setelah ditetapkan oleh Pengadilan untuk menerbitkan kembali minuta akta yang telah dilaporkan hilang maka Notaris dapat langsung membuat minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang tersebut.
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PENDAHULUAN
	Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, dijelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN juga dijelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan Notaris, yang berbunyi Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, membuat Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya dengan baik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, yang menyatakan Notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pasal 1 angka 8 UUJN mendefinisikan Minuta Akta sebagai asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Tujuan dari pembuatan akta dalam bentuk Minuta Akta adalah untuk menjaga dan menyimpan asli akta yang telah dibuat oleh Notaris, dengan demikian apabila suatu saat terdapat penyimpangan, penyalahgunaan atau pemalsuan terhadap grosse, salinan dan kutipan di dalamnya maka dengan mudah dapat segera diketahui, kemudian Notaris dapat langsung mencocokkan isi akta dengan aslinya. Namun, ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan secara rinci mengenai prosedur standar dalam melakukan penyimpanan Minuta Akta.  
	Berkaitan dengan pengaturan penyimpanan Minuta Akta oleh Notaris hingga saat ini UUJN belum mengatur dengan jelas dan tegas mengenai Minuta Akta yang rusak maupun hilang. Dan juga UUJN tidak mengatur mengenai cara penyimpanan akta, sehingga mengakibatkan Notaris-Notaris dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan penyimpanan terhadap arsip negara tersebut tidak mempunyai prosedur baku dalam melaksanan kewajibannya tersebut. Ketika Minuta Akta Notaris hilang atau rusak, yang mengakibatkan kerugian para pihak yang memiliki kepentingan, dapat dikatakan Notaris menghiraukan kewajiban menyimpan Minuta Akta dan menjamin keadaan Minuta Akta dalam keadaan baik yang dibebankan kepada Notaris. Sehingga Notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan musnahnya Protokol Notaris tersebut. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan di atas, untuk itu perlu diketahui dan dianalisis mengenai penerbitan kembali Minuta Akta yang hilang, seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. Pada putusan No. 77/Pdt.P/2020/Jkt.Pst. tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Ibu Theresia sebagai Pemohon, menetapkan pemohon untuk membuat minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang, serta menetapkan sah minuta-minuta yang diterbitkan atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik menggali lebih jauh lagi terhadap proses penerbitan kembali Minuta Akta yang hilang tersebut dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul “Penerbitan Kembali Minuta Akta yang Hilang di Kantor Notaris (Analisis Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt. Pst.)”

metode penelitian
	Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangundangan, kitab-kitab hukum, putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Zainuddin Ali, 2009: 105). Penelitian ini bersifat deksriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpilan-kesimpulan yang berlaku umum (Ida Hanifa, 2018: 20). Sumber Data,	Data Sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Zainuddin Ali, 2009: 106). Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Bahan huku sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku yang terkait masalah yang dikaji, dan juga berkas penetapan dari Pengadilan Negeri. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan (Soerjono Soekanto, 2014: 96). Alat Pengumpul Data, Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan melakukan pencaharian melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yakni pemilihan teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
	Ketentuan Hukum Mengenai Minuta Akta, Akta merupakan selembar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan kemudian akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Akta juga dapat diartikan sebagai sebuah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti bagi kedua belah pihak. Akta berbeda dengan tulisan biasa, perbedaannya terletak pada tanda tangan yang terdapat di bawah akta. Akta otentik dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Kewenangan membuat akta tergantung akta yang dibuat atau dapat dikatakan pejabat yang berwenang tergantung dengan jenis akta yang dibuat. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN dijelaskan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta otentik dibagi menjadi dua, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa. Akta yang dibuat oleh Notaris beraneka ragam dan pastinya berjumlah banyak. Akta yang dapat dibuat oleh Notaris di antaranya adalah akta jual beli, akta pengikatan jual beli, akta perjanjian nikah, akta sewa menyewa, akta hibah, dan sebagainya. Minuta akta merupakan salah satu akta yang dibuat oleh Notaris.
	Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUJN. Dalam minuta akta tercantum tanda tangan asli, paraf atau cap jempol dari tangan kiri para penghadap, saksi, dan juga Notaris itu sendiri. Dan di dalam minuta akta tersebutjuga terdapat bukti-bukti lain yang mendukung pembuatan akta yang kemudian dilekatkan dalam minuta akta tersebut. Minuta akta wajib disimpan oleh Notaris dan tidak untuk diberikan kepada siapapun. Dalam penyimpanan minuta akta, Notaris wajib memberi nomor bulanan dan kemudian dimasukkan ke dalam buku daftar akta Notaris (repertorium), dan juga diberi nomor repertorium tersebut. Minuta akta dijadikan sebagai dasar untuk kemudian menerbitkan Salinan Akta yang nantinya akan diberikan kepada para pihak. Tujuan dari pembuatan akta dalam bentuk minuta akta adalah untuk menjaga dan menyimpan asli akta yang telah diuat oleh Notaris, maka dari itu jika suatu saat terdapat penyimpangan, penyalahgunaan atau pemalsuan terhadap grosse, salinan dan kutipan akta, maka akan dengan mudah dapat diketahui, yaitu dengan cara Notaris mencocokkan isi akta dengan yang aslinya atau minuta akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan kemudian menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, hal ini dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Namun kewajiban Notaris untuk menyimpan minuta akta tersebut tidak berlaku jika Notaris mengeluarkan akta in originali seperti yang dinyatakan pada Pasal 16 ayat (2) UUJN. Minuta akta wajib disimpan selamanya, walaupun melebihi umur biologis Notaris, dikarenakan akta notaris dalam bentuk minuta akta akan selamanya memiliki kekuatan hukum. Namun pengaturan terkait penyimpanan minuta akta sebagai salah satu arsip negara tidak diatur secara baku dalam UUJN, dalam UUJN hanya dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Sebelum minuta akta disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari Protokol Notaris, maka Notaris harus menjilid minuta akta yang dibuatnya selama 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku, hal ini dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN.
	UUJN hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana prosedur penyimpanan untuk minuta akta namun tidak mengatur dimana tempat seharusnya minuta akta tersebut disimpan. Terdapat beberapa pendapat dari para pakar hukum, seperti menurut Lumban Tobing, minuta-minuta akta yang disimpan harus diamankan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusak dan juga terhadap pencurian. Penyimpanan minuta akta ini diperlakukan seperti bagaimana kebiasaan seseoran untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting, dan harta-harta berharga lainnya, yaitu di dalam lemari besi (G. H. S. Lumban Tobing, 1996: 358). Dan menurut Soegondo Notodisoerjo, minuta-minuta akta merupakan dokumen-dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor Notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempan yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan ke dalam lemari yang tertutup dan dapat dikunci, sehingga dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil oleh orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya (Soegondo Notodisoerjo, 1993: 230), Apabila Notaris pensiun, maka ia harus menyerahkan Protokol Notaris yang dimilikinya, ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Dan apabila Notaris meninggal dunia sebelum menyerahkan Protokol Notaris yang dimilikinya, maka ahli warisnya wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dan ahli waris juga berkwajiban untuk menyerahkan Protokol Notaris yang harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan Berita Acara Penyerahan Protokol Notaris yang telah ditandatangani oleh ahli waris yang menyerahkan Protokol Notaris tersebut dan juga yang menerima Protokol Notaris tersebut.
	Proses Penerbitan Kembali Minuta Akta yang Hilang, Dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam UUJN. Dalam Pasal 16 ayat (1) dikatakan Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini kejujuran merupakan suatu hal yang penting dikarenakan jika Notaris bertindak tidak jujur maka akan menyebakan kerugian pada klien ahkan berdampak tidak mendapatkan kepercayaan dari klien. Keseksamaan dalam bertindak adalah salah satu hal yang penting untuk selalu dilakukan oleh seorang Notaris (Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009: 41). Notaris dalam menjalankan jabatannya juga wajib untuk selalu menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh kliennya, membuat akta-akta yang dikehendaki klien, membuat akta dalam minuta akta, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, dan menyimpan minuta akta yang dibuatnya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Penyimpanan minuta akta melebihi umur biologis Notaris itu sendiri, dikarenakan akta Notaris yang berbentuk minuta akta akan selamanya memiliki kekuatan hukum, sehingga Notaris harus menyimpan dan memelihara Protokol Notaris yang dimilikinya. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan atau bahkan musnahnya minuta akta yang disimpan oleh seorang Notaris, dan para pihak merasa dirugikan maka dapat diberlakukan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Hilang atau musnahnya suatu minuta akta dalam kedudukannya sebagai salah satu kelengkapan bagian dari Protokol Notaris dapat disebabkan oleh unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian melangar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN yaitu tentang kewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris, maka dari iitu dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (11), yaitu berupa: Peringatan tertulis;	Pemberhentian sementara; Pemberhentian dengan hormat; atau Pemberhentian dengan tidak hormat.
	Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara berjenjang, dan penjatuhan sanksi tersebut hanya bila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut benar-benar melakukan pelanggaran selama menjalankan jabatannya. Pengenaan sanksi ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Notaris ketika telah dinyatakan benar-benar melakukan pelanggaran, seperti halnya dinyatakan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan seseorang harus bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, dan juga untuk kerugian yang disebakan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau juga disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal ini minuta akta merupakan barang yang berada di bawah pengawasan seorang Notaris, maka dari itu Notaris wajib mempertanggungjawabkannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk mematuhi segala sesuatu pengaturan yang terdapat pada UUJN, yang salah satunya adalah Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris seperti yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Namun Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik dalam membuat suatu akta maupun dalam menyimpan akta yang telah dibuatnya. Akibatnya adalah minuta akta yang telah disimpan bisa terjadi kerusakan, kehilangan maupun musnah. Dalam praktik Kenotariatan ketentuan untuk menyimpan dan memelihara untuk menjamin Protokol Notaris sebagai sebuah arsip dan sebagai alat bukti dari peruatan hukum masyarakat atau klien merupakan tanggung jawab Notaris serta Notaris Pengganti. Ketika terjadi kerusakan atau kehilangan minuta akta yang dibuat oleh Notaris yang diakibatkan kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dalam minuta akta tersebut, maka Notaris tersebut dapat dikatakan tidak mengindahkan kewajiban yang tertuang dalam UUJN. Minuta akta memiliki sifat harus dibuat satu kali dan sekali untuk perbuatan hukum maka tidak akan ada suatu perbuatan hukum yang memiliki dua minuta akta. Jika terjadi kehilangan minuta akta, maka Notaris dapat membuat laporan kehilangan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian, atau membuat laporan yang lain jika bukan kehilangan, seperti terbakar, terkena banjir atau dimakan rayap. Kemudian laporan yang sudah dibuat akan dilampirkan dalam bundle minuta yang bersangkutan, namun dengan ketentuan akta tersebut sudah tercatat dalam repertorium dan dalam klaper. Laporan kehilangan yang telah ada jangan sampai disalahgunakan oleh siapapun, seperti jika Notaris telah mengeluarkan salinan dari minuta akta untuk diberikan kepada para penghadap, namun ternyata tanda tangan para penghadap belum lengkap di dalam minuta akta. Jika hal ini terjadi maka Notaris diharapkan tidak membuat laporan kehilangan minuta kepada Kepolisian, dikarenakan hal ini melanggar ketentuan UUJN (Muhammad Yusrizal, 2023). Setelah dilakukan pelaporan kehilangan, maka Notaris dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menerbitkan minuta akta yang baru namun dengan syarat minuta akta yang baru harus mengikuti salinan yang ada ataupun mengikuti draft yang disimpan. Notaris sebagai Termohon dalam hal ini harus menjelaskan akta yang mana yang terjadi kehilangan dengan menyebutkan nomor akta dan bulan pembuatan akta. Saat melakukan pengajuan permohonan, Notaris wajib untuk memperlihatkan laporan kehilangan surat-surat atas akta-akta yang diperbuat. Jika permohonan akan membuat minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang diterima oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Notaris dapat membuat kembali minuta akta yang hilang tersebut dengan berpedoman pada salinan yang ada ataupun file yang masih tersimpan secara online di komputer. Pembuatan minuta akta yang baru harus sesuai isinya dengan minuta akta yang lama, begitu juga dengan nomor minuta akta yang baru, harus sesuai dengan nomor yang tertera pada minuta akta yang lama, namun pada minuta akta yang baru harus dilengkapi dengan Berita Acara Permohonan yang menjelaskan ahwa minuta akta tersebut merupakan minuta akta yang dibuat atas kehilangan dan telah diajukan permohonan ke pengadilan (Muhammad Yusrizal, 2023).
	Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst, Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. adalah putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diputuskan berdasarkan permohonan dari Pemohon. Permohonan penetapan pengadilan ini diajukan untuk menetapkan penetapan akan membuat minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang. Pada Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. yang menjadi Pemohon adalah Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H., seorang pensiunan/emeritus Notaris Jakarta Pusat. Pemohon telah kehilangan minuta-minuta atas akta-akta yang telah dibuat dan disimpannya. Pemohon memperkirakan kehilangan tersebut terjadi pada saat pindah dari kantor lama ke kantor yang baru, sekitar Juli 2012 s/d Desember 2013 di Kantor Notaris Jl. AM Sangaji, Jakarta Pusat. Namun Pemohon baru menyadari telah kehilangan minuta-minuta atas akta-akta tersebut pada Februari 2020. Adapun akta-akta tersebut, yaitu: Akta Nomor 19 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Batubara Selaras Sapta  dengan Sdr. William Patiapon sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta Selama Menjabat No. 3795; Akta Nomor 20 tanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham PT. Batubara Selaras Sapta dengan Sdr. Yapto dan PT. Enerindo Nusantara sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta Selama Menjabat No. 3796; dan Akta Nomor 21 tanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham PT. Batubara Selaras Sapta dengan PT. Enerindo Nusantara dan Sdr. Abdul Rofik sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta Selama Menjabat No. 3797. Atas kehilangan minuta-minuta atas akta-akta tersebut di atas, Pemohon melaporkan kepada Kepolisian Indonesia, dan kemudian membuat laporan kehilangan surat-surat atas akta nomor 19, 20, dan 21. Dan terhadap laporan kehilangan tersebut telah dikeluarkan Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat dengan Nomor 447/B/II/2020/Restro Jakpus oleh Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat. Setelah melakukan pelaporan akan hilangnya minuta-minuta atas akta-akta yang telah dibuat oleh Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat, Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan penetapan akan membuat minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2020.
	Pada petitumnya Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan penetapan a quo agar menetapkan sebagai berikut: Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon; Menetapkan Pemohon untuk membuat minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang; Akta Nomor 19 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batubara Selaras Sapta dengan Sdr. William Patiapon sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta selama menjabat No. 3795; Akta Nomor 20 tanggal 12 Julis 2012 tentang Jual Beli Saham PT Batubara Selaras Sapta dengan Sdr.Yapto dan PT Enerindo Nusantara sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta selama menjabat No. 3796; Akta Nomor 21 tanggal 12 Juli 2012 tentang Jual Beli Saham PT Batubara Selaras Sapta dengan PT Enerindo Nusantara dan Sdr. Abdul Rofik sebagai Penghadap, yang tercatat dengan Nomor Urut Akta selama menjaat No. 3797. Menetapkan sah minuta-minuta yang diterbitkan atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang untuk selanjutnya ditempatkan di Bundel Berkas Minuta; Menetapkan biaya perkara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan penetapan a quo berpendapat lain, maka Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya.
	Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. merupakan gugatan permohonan atau gugatan voluntair. Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. adalah putusan terhadap pegajuan permohonan untuk membuat kembali minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang, yang mana permohonan ini diajukan oleh Notaris yang membuat minuta akta itu sendiri. Pengajuan permohonan ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya, dikarenakan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Maka dari itu jika terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap minuta akta yang disimpannya maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Notaris yang menyimpan minuta akta itu sendiri. Pada Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. yang menjadi landasan permohonan adalah Pasal 1889 ayat (1) KUHPerdata, dan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, maka ketentuan suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta asli itu ada, maka salinan-salinan serta kutipan-kutipan dapat dipercaya jika salinan-salinan serta kutipan-kutipan itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa minuta akta merupakan alat bukti yang asli, dan salinan akta serta kutipan akta dapat juga dijadikan sebagai alat bukti asalkan isinya sama dengan aslinya, yaitu minuta akta. Dan isi Pasal 1889 ayat (1) KUHPerdata juga menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana Hakim berlandaskan isi Pasal tersebut menyatakan bahwa jika minuta akta yang asli maka salinan akta yang ada dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun hanya salinan-salinan pertama yang memberikan pembuktian yang sama dengan minuta akta yang asli.
	Pengajuan permohonan penetapan Pengadilan Negeri dalam menetapkan untuk membuat kembali minuta akta yang telah dilaporkan hilang sebenarnya tidak perlu dilakukan, dikarenakan permohonan tersebut diajukan sebagai bentuk tindakan Notaris untuk mendapatkan legalisasi untuk membuat kembali minuta akta yang telah hilang, dan juga sebagai bentuk perlindungan diri Notaris jika ternyata minuta akta yang dianggap telah hilang suatu waktu dapat ditemukan, maka dari itu tidak memungkinkan terdapat dua minuta akta, dan yang berlaku adalah minuta akta baru yang diperbuat setelah diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.  Dikarenakan berdasarkan Pasal 1889 ayat (1) KUHPerdata, dikatakan bahwa apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, maka dari itu salinan akta pertama dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerbitan kembali minuta akta yang telah hilang. Diajukannya permohonan untuk penerbitan kembali minuta akta ke Pengadilan Negeri dapat diartikan bahwa terdapat sikap kurang kehati-hatian Notaris dalam menjalankan jabatannya, dikarenakan minuta akta adalah suatu dokumen penting yang wajib disimpan oleh Notaris selama masa jabatannya hingga Protokol Notaris yang dimilikinya diserahkan kepada Notaris Pengganti atau Majelis Pengawas Notais, umur penyimpanan minuta akta adalah melebihi umur yuridis Notaris yang menyimpan minuta akta tersebut.

KESIMPULAN
	Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUJN. Dalam minuta akta tercantum tanda tangan asli, paraf atau cap jempol dari tangan kiri para penghadap, saksi, dan juga Notaris itu sendiri. Dan di dalam minuta akta tersebutjuga terdapat bukti-bukti lain yang mendukung pembuatan akta yang kemudian dilekatkan dalam minuta akta tersebut. Minuta akta wajib disimpan oleh Notaris dan tidak untuk diberikan kepada siapapun. Dalam penyimpanan minuta akta, Notaris wajib memberi nomor bulanan dan kemudian dimasukkan ke dalam buku daftar akta Notaris (repertorium), dan juga diberi nomor repertorium tersebut. Minuta akta dijadikan sebagai dasar untuk kemudian menerbitkan Salinan Akta yang nantinya akan diberikan kepada para pihak. Jika terjadi kehilangan minuta akta, maka Notaris dapat membuat laporan kehilangan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian, atau membuat laporan yang lain jika bukan kehilangan, seperti terbakar, terkena banjir atau dimakan rayap. Setelah dilakukan pelaporan kehilangan, maka Notaris dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menerbitkan minuta akta yang baru namun dengan syarat minuta akta yang baru harus mengikuti salinan yang ada ataupun mengikuti draft yang disimpan. Notaris sebagai Termohon dalam hal ini harus menjelaskan akta yang mana yang terjadi kehilangan dengan menyebutkan nomor akta dan bulan pembuatan akta. Saat melakukan pengajuan permohonan, Notaris wajib untuk memperlihatkan laporan kehilangan surat-surat atas akta-akta yang diperbuat. Jika permohonan akan membuat minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang diterima oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Notaris dapat membuat kembali minuta akta yang hilang tersebut dengan berpedoman pada salinan yang ada ataupun file yang masih tersimpan secara online di komputer. Pembuatan minuta akta yang baru harus sesuai isinya dengan minuta akta yang lama, begitu juga dengan nomor minuta akta yang baru, harus sesuai dengan nomor yang tertera pada minuta akta yang lama, namun pada minuta akta yang baru harus dilengkapi dengan Berita Acara Permohonan yang menjelaskan ahwa minuta akta tersebut merupakan minuta akta yang dibuat atas kehilangan dan telah diajukan permohonan ke pengadilan. Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. merupakan gugatan permohonan atau gugatan voluntair, yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Dan yang menjadi landasan permohonan adalah Pasal 1889 ayat (1) KUHPerdata. Permohonan ini dimohonkan untuk membuat kembali minuta-minuta atas akta-akta yang telah dilaporkan hilang. Hakim memberikan putusannya berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUJN, yang menyatakan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Berdarakan isi pasal tersebut Hakim menyetujui untuk penerbitan kembali minuta akta yang telah dilaporkan hilang, dikarenakan minuta akta adalah salah satu berkas penting yang wajib untuk disimpan oleh Notaris selama masa jabatannya berlangsung
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